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RINGKASAN 

 Inisiatif yang diklaim oleh kota adalah sebuah yayasan yang pertumbuhannya 
didanai oleh kota dan diawasi bersama dengan daerah sekitarnya dengan tujuan 
utama meningkatkan bantuan pemerintah daerah dan meningkatkan gaji individu 
kota. Peningkatan SDM dalam persiapan dalam mengawasi organisasi-organisasi 
yang ada di kota Tirto Landungsari merupakan hal yang penting mengingat 
landasan upaya peningkatan SDM dalam mengawasi usaha-usaha milik kota, 
membangun gaji khas kota, dan menggarap bantuan pemerintah daerah setempat. 
Memahami penatausahaan BUMDes menjadi tujuan penyelidikan. Melalui 
persiapan di kota Landungsari sub wilayah Dau Rezim Malang untuk menjamin 
kebutuhan daerah dan menentukan upaya pimpinan Kota Possessed Undertaking 
dalam menggarap SDM. Manfaat akademik dan manfaat praktis merupakan 
kelebihan ujian. Pendekatan eksplorasi subjektif yang menarik digunakan dalam 
strategi penilaian. Di kota Landungsari, Kec. Dau, Kab. Buruk, adalah area 
penjelajahannya. Fokus utama penyelidikan ini adalah pada upaya pengawasan 
lembaga-lembaga yang memperhatikan kebutuhan dasar lingkungan tersebut. 
Sumber informasi yang digunakan meliputi sumber wajib dan pilihan. Inspeksi dan 
strategi yang bertujuan adalah proses pemilihan saksi. Pertemuan, dokumentasi, 
dan persepsi adalah metode pengumpulan informasi. Teknik penyelidikan 
informasi meliputi pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penyusunan 
kesimpulan. Teknik validitas informasi menggunakan triangulasi, khususnya teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan 
dan tata letak permasalahan, para analis dapat berasumsi bahwa upaya pengawasan 
organisasi yang menjamin kebutuhan umum masyarakat dapat dianggap berjalan 
dengan baik, namun mereka masih terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan 
gaji individu. jauh lebih unggul, seperti dalam mengawasi substansi usaha atau 
SDM BUMDes. yang menangani setiap usaha yang ada di BUMDes Tirto 
Landungsari sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan bekerja atas 
bantuan pemerintah Kurangnya sumber daya keuangan dan SDM yang memadai 
menjadi kendala utama dalam mengelola segmen usaha BUMDes Tirto 
Landungsari. Kepentingan wilayah setempat, undang-undang kota yang tidak 
resmi, dan keterlibatan dalam wilayah rahasia menjadi faktor pendukungnya. 

kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
Peraturan otonomi daerah, khususnya Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

pemerintahan bersama, mengatur tentang hak dan kekuasaan daerah untuk 

mengatur kewenangan daerahnya sendiri dan syarat-syarat organisasi kewilayahan 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kebebasan telah mengubah struktur administratif Indonesia, khususnya 

dalam badan legislatif teritorial dan metropolitan, yang saat ini tampaknya lebih 

fokus pada pengembangan jaringan lokal. Pedoman Otonomi Daerah Nomor 9 

Tahun 2015 mengantisipasi penguatan hubungan antara daerah, pemerintah, dan 

rahasia daerah untuk mengatasi masalah ini. Hal ini akan menciptakan interaksi 

yang sinergis antara ketiga lokasi bantuan, yang akan membantu meningkatkan 

derajat kemajuan di tingkat umum dan menciptakan struktur manajemen yang 

mendominasi. 

Oleh karena itu, daerah perkotaan mempunyai tanggung jawab untuk 

mengelola daerah perkotaan mereka sendiri, sebagaimana disebutkan di atas dalam 

hal kebebasan lokal dan referensi hukum. Kota adalah kota adat atau dengan nama 

lain mitra provinsi tetangga yang mempunyai pedoman, ruang, dan kedudukan 

untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan kepentingan kewilayahan lingkungan 

di kota tersebut, menurut (Pedoman Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1) . 

Penghargaan permulaan telah diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sistem 

Kekuasaan Umum Republik Indonesia. 



Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, diatur dalam Pedoman 

Kesesuaian Kota pasal 1 ayat 3 bahwa kepala kota yang mempunyai penilaian 

menerima bantuan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan kota 

mempunyai penilaian terhadap menjunjung tinggi standar, khususnya keyakinan 

yang tulus, kepatuhan. dengan asosiasi pemerintah, berpusat pada minat terbuka, 

pengakuan, kemampuan hebat, kewajiban, daya tahan dan kecukupan, kelihaian 

alami, serta keragaman dan kecerdikan. Memiliki sistem keuangan yang lebih maju 

merupakan tanda bahwa pemerintah metropolitan semakin memahami cara 

menjalankan kota yang bebas, dan hal ini juga penting untuk pengembangan 

bantuan pemerintah lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus 

mempunyai pilihan untuk menghasilkan pendapatan dari potensi kota seperti 

sekarang. 

Komite sumber daya manusia adalah suatu metode untuk mengelola berbagai 

kepentingan dalam lingkup delegasi, delegasi, pekerja, bos, dan spesialis lainnya 

untuk membantu upaya afiliasi atau asosiasi keuangan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Mengingat pentingnya SDM, afiliasi dan organisasi mempunyai 

tanggung jawab untuk mengembangkan angkatan kerja dan memenuhi permintaan 

industri sehingga mereka dapat mencurahkan banyak waktu untuk mencapai tujuan 

yang hierarkis dan bervariasi. 

Diadaptasi dari jurnal organisasi BUMDes Tirto Landungsari untuk 

kemandirian finansial di Sistem Wilayah Malang. 

Untuk membantu Kota, sumber daya keuangan kotamadya dikelola dan 

diawasi oleh badan usaha yang dikenal sebagai Usaha Terjamin Kota, atau 



BUMDes secara informal (Dewi, 2014). Dengan ibukota yang sebagian besar 

sumber daya kotanya tersebar, BUMDes direncanakan dan dikelola dengan 

kewenangan yang lengkap dan kompeten oleh pemerintah daerah. Keberadaan 

BUMDes diakui memberikan peluang bagi provinsi tersebut untuk meningkatkan 

perekonomiannya dan memenuhi kebutuhan bantuan pemerintah daerah. BUMDes 

diatur berdasarkan Pedoman Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Perkotaan. 

Setiap daerah atau kota hendaknya mengembangkan BUMDes sesuai dengan 

pertimbangan tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahan lokal (Senjani, 

2019). Salah satu kawasan perkotaan di Kawasan Sistem Dau Malang yang terdapat 

BUMDes adalah Kota Landungsari. Dikenal sebagai BUMDes dan ditinggalkan 

sejak sekitar tahun 2012. 

Berdasarkan fenomena di atas ini penulis memiliki ketertarikan untuk 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Upaya Peningkatan Sumber Daya 

Manusia Pengelola Badan Usaha Milik Desa”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana metode BUMDes untuk memastikan persyaratan lokal 

ditentukan? 

2. Apa saja upaya utama pemerintah kota dalam menggarap SDM? 

 

1.3. Tujuan Perumusan Masalah 
1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengurus BUMDes. memastikan 

kebutuhan lingkungan sekitar? 



2. Untuk mengetahui upaya Town Possessed Undertaking tingkat atas dalam 

menggarap SDM. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis: 

a. Memiliki kemampuan memperluas pengetahuan yang diperoleh melalui 

indera langsung dan kemampuan memahami penerapan disiplin ilmu 

logika yang dipelajari di luar perguruan tinggi. 

b. Sebagai sumber bagi para ilmuwan baru dalam topik-topik penting. 

2. Manfaat Praktis: 

1. Menjadi inspirasi dan motivasi bagi para eksekutif agar ingat untuk 

menggarap hakikat SDM dan hakikat BUMDes 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pengurus 

BUMDes dalam mengembangkan pelaksanaan BUMDes. 
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